BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA KABUPATEN MALANG
NOMOR 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

1. Sejarah dan Dasar Hukum

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28
Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni J1. Panji 202 Kepanjen-Malang telp.
(0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di
atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M?,
berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat
nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan
Bupati KDH. Tk.Il Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember
1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di

Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.'

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat
Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72 ,Surat
Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan
seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat
Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten

Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas

1Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Malang
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nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama
Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum
Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah
Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif
Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur
Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal
22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi
389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3

(tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.’

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan
Peradilan Agama dilaksankan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis

2 Ibid.,



44

peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan

dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara —
perkara di tingkat pertama antara orang —orang yang beragama islam di
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum islam serta wagqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah

sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan
bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam
pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan di luar sengketa antar orang — orang yang beragama Islam
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f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan
deposito / tabungan dan sebagainya

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian,
pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya *

3. Visi dan Misi

Visi  :  Mewujudkan  Peradilan Agama yang berwibawa dan
bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin

keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyaraka

Misi : 1. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.Menerima perkara dengan
tertib dan mengatasi segala hambatana atau rintangan sehingga

tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.

2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai
persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.

3. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan /
penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan
(eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.

4. Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum

tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga

* Ibid.,
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tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada
masyarakat.

5. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta
peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmerking
akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.

6. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat
keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah
melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.

7. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

8. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan
biaya perkara / uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat,
perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan
dikuasakan oleh Menteri Agama.Mengawasi pelaksanaan tugas dan
tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama.Melaksanakan kegiatan
daftar isian penggunan anggaran (DIPA). *

B. Struktur Organisasi Pegadilan Agama

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.7

Tahun 1989 tentang peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa

“susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim, Anggota,

Panitera, Sekretaris dan Jurusita”.’ Selanjutnya dalam Pasal 26 dan 43

4.
Ibid.,

> Achmad Fauzan, Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan, (Bandung: CV

Yrama Widya, Cet. I, 2007), 212
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juga dijelaskan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitera,
sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris panitera (wapan) yang membantu
panitera atau sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

C. DUDUK PERKARA

Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksinya mempunyai tugas yakni
menerima, memeriksa, dan menagdili perkara perdata yang datang kepadanya
Pengadilan Agama bersifat pasif, yakni menunggu perkara datang bukan

menjemput perkara.

Dalam perkara nomor 7329/pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tergolong dalam
perkara cerai gugat. Yang mana penggugat adalah istri yaitu Sita Mayasari
binti Sunardi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
petani, tempat kediaman di dusun jambesari RT.031 RW.008 desa
ringinkmbar, Kecamatan sumbermanjingwetan. Kabupaten Malang, dan
tergugat adalah Yudianto bin Miko, umur 26 tahun, agama Kristen,
pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di dusun jambesari
RT.032 RW 008 Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjingwetan,

Kabupaten Malang.®

Pada tanggal 18 Mei 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama
Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang dengan kata nikah Nomor :

0392/43/V/2013 tanggal 18 Mei 2013. Setelah pernikahan tersebut penggugat

® Salinan Putusan nomor 7329/pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
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dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di dusun
jambesari ~ RT.032  RW.008 Desa  Ringinkembar, Kecamatan
Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang kuarang lebih selama 1 bulan, dan
terkhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah
orang tua penggugat di jambesari RT.032 RW.008 desa Ringinkembar
Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang kurang lebih selama 3
bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.’

Akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 20013 rumah tangga
penggugat dan tergugat mulai goyah yang di tandai dengan terjadinya
perselisihan secara terus-menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan
untuk rukun kembali dalam rumah tangga, hal tersebut disebabkan oleh

beberapa hal, antara lain:

1. Sebelum menikah tergugat memeluk agama Kristen, akan tetapi
menjelang pernikahan tergugat memeluk agama Islam dengan jalan
membaca syahadat dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan
agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dan juag
dihadapan para saksi pernikahan penggugat dan tergugat, akan tetapi
setelah pernikahan tersebut tergugat tidak pernah melakukan ibadah
shalat wajib dan menurut informasi dari saudara tergugat yang

bernama P. Malik tergugat kembali memeluk agama Kristen.

7 salinan Putusan nomor 7329/pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
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2. Tergugat kurang memperhatikan penggugat, selama pernikahan
berlangsung tergugat cenderung mementingkan diri sendiri daripada
kepentingan rumah tangga.

3. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, tergugat sering
melotot ke arah penggugat dan juga tergugat sering membentak-
bentak penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
penggugat, serta tergugat sering mengeluarkan pernyataan secara

lisan yang mengisyaratkan penjatuhan talak kepada penggugat.

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan
September 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke
rumah orang tua penggugat sendiri selama 4 bulan. Selama itu tergugat
sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir
maupun batin dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu

peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mengajukan
gugatannya kepada kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang
tertanggal 19 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Memohon agar Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang/Majelis hakim mengabulkan
Gugatannya dan menjatuhkan talak bain Sughra tergugat terhadap

penggugat serta membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-
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undangan yang berlaku atau memutuskan putusan lain yang seadil-

adilnya.

D. PERTIMBANGAN HAKIM

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata
tertentu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

2006 dan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pelaksanaan tugas peradilan seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh
kekuasaan siapapun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak berhak ikut
campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya. Hakim bertanggung
jawab kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan

yang telah ditetapkan.’

Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat Selanjutnya
majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap surat gugatan yang diajukan
oleh penggugat tertanggal 19 Desember 2013 yang kemudian majelis hakim

melakukan pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan penggugat

dan tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu

® Mahkamah Agung Republik Indonesia, pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama. (Jakarta : Mahkamah Agung Rl Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), Buku
1. Ed.Revisi, h.53

° Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
2000), Cet. VIl h.32
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berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun
2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 1
huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, karenanya Pengadilan

Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat domisili penggugat berada
pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73
Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana
diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga pengugat dan
tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 50

tahun 2009

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat
kepada penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar penggugat

bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil,
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karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang nomor 3
tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam

perkara ini.

Menimbang bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1
tahun 2008 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di

persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menuruh orang lain untuk menghadap ke
persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama
Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana
ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975, karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat dapat

diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevant dengan Hadits

Nabi dalam kitab Hadits muinul hukkam halaman 96 :

Y ol g8 n ald Cppalisall oS (g oSla T o3 et JB g adde ) Lo il O sl 02

s

Artinya : Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda :

“barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap
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dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia

termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya’.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat merupakan
rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat
sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan
sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, penggugat mohon untuk

diajukan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan penggugat
tersebut dan keterangan penggugat di persidangan, majelis hakim
berpendapat bahwa gugatan penggugat mengisyaratkan didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi

untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di ruang
sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim
berpendapat alasan pokok yang didalilkan penggugat tersebut dianggap

tidak disangkal dan dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, majelis
hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54,76 ayat (1)
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Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang
diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang
nomor 50 tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah
sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikata yang akadnya

mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh atau kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa kutipan akta nikah,
sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai
alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang hukum perdata
dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea
materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000
tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga

nominal yang dikenakan bea materai.

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut
tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat
sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal

165 HIR.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2
(dua) orang saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya sebagaimana terurai di atas.
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Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu

memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR
jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Undang-undang
nomor 7 tahunl989 tentang peradilan agama yang diubah dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun
2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 134 kompilasi hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut

mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang
dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan

fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa penggugat dan tegugat adalah suami istri sah yang menikah pada
18 Mei 2013 dan namun belum dikaruniai keturunan.

. Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak September 2013 sampai
sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-

menerus (cekcok mulut).
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3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan
tergugat adalah karea tergugat kembali memeluk agama Kristen dan
sering ke Gereja.

4. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah sejak
lebih kurang pada bulan September 2013, penggugat pulang ke rumah
orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas
selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak saling
memperdulikan.

5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum

maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan
berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum

berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat penggugat
dan tergugat adalah suami istri sah, antar penggugat dan tergugat sudah
sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut

menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantar suami istri

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga
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dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah

tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan
gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman,
dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan
perkawinan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu

gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima penggugat dan tergugat sudah
pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik
layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat

sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat

dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal
merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan

rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.
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Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah satu sama lain
saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang

kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa fakta hukum keenam penggugat dan tergugat
sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan
rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan

adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri
adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar kehidupan berumah
tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai
jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun,

tenteram, dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas maka petitum gugatan penggugat nomor 1 dan 2 dapat

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syari'ah
(maqashid syari'ah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat
disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah

dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.
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Menimbang bahwa menegnai formulasi rumusan alasan darurat
sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan
limitative, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman

fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi
hukum Islam menjelaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun.

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga
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penggugat dengan tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur

terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara
penggugat dan tergugat yang disebabkan karena : tergugat kembali memeluk
agama Kristen (murtad), karenanya majelis hakim menilai terdapat

disharmoni dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat disharmoni sebuah
perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau
dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan
keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik
(physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental
cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami
istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik
maupun penganiayaan secara terus-menerus, akan tetapi telah secara nyata
terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah

satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis

hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.
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2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang ter
jadi antara penggugat dan tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal

dan selama pisah tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai tindakan tergugat yang
sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan penggugat dalam kurun
waktu yang cukup lala tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan
lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah
keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya majelis hakim berpendapat
rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk

dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis

hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan
nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat pada setiap
persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak

dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim

berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan kan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati penggugat akan selalu diselimuti
kesedihan, rumah tangga bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas
akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan
pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa

menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna

menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan
kalimat (teks Arab) (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di
dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk
kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di

akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan

tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
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yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh

maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan :

4_115-.‘ .d:‘;ll ‘-9...:' ‘-5..:' .._IJ'A'_S .df.".ll :\J...'aﬂ_._‘u.'a ;J.A.H:] LA.IG\JJJ 1.1\.-alh:1T

- —

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan,
barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan
siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.

Menimbang bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat

kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari'at.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai tindakan tergugat seperti
terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka majelis hakim berpendaat dalil-dalil perceraian penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah tidak

ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum

nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang
meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang amarnya

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2
yang meminta agar majelis hakim memmberikan pertimbangan bahwa oleh
karena telah diperoleh fakta hukum Tergugat telah murtad (kembali ke
agama Kristen), maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat sebagaimana termuat dalam
buku “PERMASALAHAN HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SE Indonesia DAN MAHKAMAH SYARI'AH ACEH” dari hasil
Rekrnas Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai
ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman
153 huruf (m) yang menyatakan bahwa perceraian yang alasannya
disebabkan karena Riddah (murtad) adalah FASAKH bukan talak satu bain
sughro seperti yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat.

Pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan pendapat pakar hukum
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Islam yang termuat dalam Kitab Fighussunnah Juz II halaman 389 yang

berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan
perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah
seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya

dan putusnya perkawinan itu berupa FASAKH"

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut majelis hakim
berpendapat bukanlah sebagai ultra pelita sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilrang
menjatuhkan putusan atas pekara yang tidak dituntut atau mengabulkan
lebih dari yang dituntut; Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa larangan
tersebut tidaklah mutlak, akan tetapi terhadap hal-hal yang secara
substansial memiliki hubungan koneksitas satu sama lain, terlepas apakah

ada petitum subsidair atau tidak adalah dibolehkan. Seperti talak satu bain

sughra dan fasakh adalah dua hal yang sama-sama memiliki makna hukum

(legal meaning) putusnya suatu perkawinan, hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970, yang
membolehkan hakim memberi putusan yang melebihi tuntutan dalam hal

adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 di atas, Majelis Hakim
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mengabulkan dengan bunyi amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar

putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malng untuk
mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan
kepada PPN di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini
bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta)
karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147
Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis
hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
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maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat.10

Adapun melalui informasi yang di dapat oleh penulis mengenai mengapa
dalam putusan tersebut hakim lebih menitikberatkan pada masalah perbedaan
agama sebagai alasan syiqoq pada putusan tersebut adalah karena menurut
beliau untuk menjawab pertanyaan tersebut harus diketahui anatomi/struktur
dari suatu putusan diantaranya ada beberapa unsur yaitu: kepala
putusan/identitas, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan,
dalam putusan tersebut segala bentuk pendapat hakim tentang hukumnya
terpaparkan dalam unsur “pertimbangan hakim”, dan dalam putusan tersebut
penyebab yang dapat dibuktikan di depan persidangan oleh penggugat
tentang penyebab terjadinya Syiqoq atau pertengkaran terus menerus adalah
karena perbuatan murtad dari si suami dan penyebab-penyebab yang lain
seperti sering mengolok-olok dan berkata kasar, tidak dapat dibuktikan oleh
penggugat. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hakim tentang fakta
hukum. Yaitu tentang fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat dan telah
terbukti di depan persidangan, karena tidak semua gugatan yang diajukan
oleh penggugat terbukti di depan persidangan.'' Kemudian mengenai konsep
hakamain dalam masalah Syiqoq di Putusan tersebut menurut beliau tidak
menerapkan konsep hakamain, karena tergugat tidak hadir dan putusan

tersebut termasuk dalam kategori verstek. Maka sebagai penggantinya maka

"% salinan Putusan nomor 7329/pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
" Wawancara Bpk Nur Syafiuddin (22 Juni 2015)
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ditekankan adanya saksi dari masing-masing pihak dan hakim memberikan
kesempatan kepada mereka untuk berusaha merukunkan kembali kedua belah
pihak. Sehingga konsep hakamain dapat terintegrasi dengan adanya konsep
pembuktian/ saksi di dalam penerapan hukum acara perdata. Karena memang
untuk perkara tersebut tidak memungkinkan adanya hakamain dikarenakan
pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dan sudah dipanggil secara
patut namun tetap juga tidak hadir sehingga tidak alasan bagi hakim untuk
mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan perkara tersebut dan hakim
berijtihad dengan menerapkan konsep pembuktian sebagai ganti dari konsep
hakamain, dengan tujuan konsep hakamain dapat dicapai dan konsep

pembuktian tetap dipenuhi.'?

2 1bid.,



